
LEMBARAN - DAERAH 
KABUPATEN.REMBANG 

NOMOR i 4: TAHUN 1983 . SERI D_No.4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TTNGKAT II 

RE MBANG 

NOMOR : 9 T AHUN 1982 

TENTANG ~ 

SUSUNAN ORGANISASl DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN 

DESA DAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

l'vlengi ::;pt 

bahwa untuk kelancarnn penyelengga.raan Pemerintahan 
Des'.l tentang Susu naa Or6anisasi dan Tatakerja Pemerin­
tah Desa secara berd:1ya gun::t dan berhasil guna sesuai 
dengan perkembanga n pembangunan, maka dalam rangka 
pebksanaan pasal 3 :::yat (4) Undang - ur,dang No. 5 
Tahun 1979 tentan/! Pemerintahan Desa dipandang perlu 
untuk menctapkan Pernturnn Dacrah Kabupaten Daerah 
T;n,.!ct IT Rcmhanr; tcnt?.ng S·1st.:nan Organisasi dan 
Tat:ikerja Pemerintahan Desn dan Perangk:· .. · D-':'.s::. . 

! . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
.,.,okok Pcmer intah:111 Di Dae··ah (Lembriran Negara 
Tahun 1974 Nomor 38, Trimbahan Lembaran Negara 
Nomor 3037) ; 

2. Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950 jo. Pcra turan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pcmben­
tukan Daerz.h - daerah Kabupaten dal2m lingkungan 
Propinsi fawa T engah : 

3 . Undang-undr:ng Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemc­
rintahan Desa (Lembaran Negara Ta h1m 197Q Nr,mor 
56. T amha han Lcmb:\ran Negara Nomor : 3153) ; 

4 . K cputus~111 Presiden Nomor 28 Tahun 1980 1entang 
Pcnyempurnaan dan peningkatan fungsi Lemb:tga 
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Sosial Desa (L.S.D.) menjadi Lembaga Kei:ahanan 
Masyarakat Dcsa (l.K.M.D.) ; 

5. Pen::,::uran Menteri Dal~m Negeri Nomor 1 Tahun 
198 1 tentang Susunc1.n Organisasi dr.n Tatakerja Pe­
merintah Desa dan Perangkat Desa ; 

6. lnstruksi Gubern,ir Kcpala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 188.5/ 132/1981 tentang Pe:unjuk 
Pelaksan::1an Peraturan/ Keputusan Menteri Dalem 
Negeri d '.:l!am rar.gkr. Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 5 Tarun 1979 tentang Pemerin-:aran Desa. 

Dengan Pe-setu_iuan Dewan Perwaki!an R akyat Daerah K'½bul)aten Dae­
rah T ingkat 1 l Rembang. 

Mcnetapl an 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT lI REMBANG TENTANG SUSUNAN OR­
GA ISA<;f D AN TATAKERJA PEMERINTAH DESA 
DAN PERANGKAT DESA. 

BAB I 

KETENTUA!'I UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
R embang; 

b. Camat ialah C:.:mat diwilay:.:I1 I:.:ab!lp:..tcn D:tc:·ah Tingb~ II Rembang ; 

c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah pendnduk 
~ebn2:i: kcsatuan masyarak.at termasnk didahimnya kesatuan masyara­
h : hukum yang mempunyai Pemerintah aJn tcrendah langsung dibawah 
C:::n::: d::n terlw i, cenyclcngga rakan rumah tangganya sendiri dalam 
w·•a·1:•h Kabt.:p::ten Cacrah T ingkat II Rembang ; 

d Pemc-int::i h D~s1. .~d:tlah ;Je1aksun:i kcgiat,m dalam r:i.ngka penyeleng­
garn :.. n Pemcrintahan yang tercndah •langsung dibawah Camat ; 

e. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan 
tugasnya; 

f f:\!s··n dalah bagi:111 wilayah <l:.ilnm Desa yane merupakun linJkung:in 
kerja pelaksana:in Pcmerintahan Desa ; 

!' P' mc .. ntal1 rd·1l··h perangkat Negara Kesatuan R epublik Indonesia 
yang terdiri dari Presiden beserta pi!mbantu-pembantnnya ; 

h. Pemcrirll::ah Daerah :~dalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II R .'!Dbang 
dan D ewan Perwakilan R;:l;kyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat fl 
Rembang. 
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BA 8 II 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 
DAN PERANGKAT DESA. 

Bagian Pertama 
Organisasi Pemerintah Desa 

dan Perangkat Desa. 

Pasal 2 

( I) Susunan Organisasi J:>emerintah Desa terdiri dari : 
a. Kepala Desa ; 
b. Lembaga Musyawarah Desa ; 
c. Perangkat Desa ; 

(2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Dcsa sebagaim.G-J1a diml'.k­
sud dalam ayat (1) huruf b t:erdiri dari : 
a. Ket u a ; 
b. Sekretaris ; 
c. Anggota ; 

(3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarab Desa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf c .adalah sedikit-sedildtnya 9 (sembi,Jan) or:mg 
dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) ordllg tid;ik termasuk Ke':ua 
dan Sekretaris _; 

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf c. terdiri 
dari : 
a. Sekretariat Desa ; 
b. Kep :1la kepala Dusun. 

(5) Sekretariat Desa scbagaiman:i. dimaksud dalam ayat (4) huruf a 
terdiri dari : 
a. Sekretaris Desa ; 
b. Kepal a - kepala Urusan 

(6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam nyat (5) huruf b 
terdiri dari sedikit-dikitnya 3 orang yaitu Kepab Urusan Pcmerintahan, 
Kepala Urusan Pembangunan, dan Kep:.fa Urusan Umum dan scba­
ny:.ik-banyaknya 5 orang yaitu Kep'.'fa Urus'.ln Pcmerint:ihan, Kepala 

• Urusan Pembanguna'n, Kepab-.: Urnsan Kescjahteraan Rakyat. K epala 
Urusan Keuangan dan Kepal.: Urus:::n Umum ; 

(7) Apabila Kcmampuan Desa memungkir.kan, Kep~Ja-kepnla Urusan 
scbagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) dapa.t dibantu oleh seorang 
Pembantu Kepafa Urusan ; 
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(8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa 
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1). (2), (4) dan ayat (5) adalah 
scbagai tercantum dalam Jarnpiran Peraturan Daerah ini. 

Bai;;ian Kedua 

KEt-UDUl(AN. TUGAS DAN f"UNGSI PEMERINTAH 

DESA DAN PERANGKAT DESA. 

Pasal 3 

(I) Kepala Desa bcrkedudukan scbagai :tlat Pemerintah, :.tlat Pemcrintah 
Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan 
Pemerin;'.ahan Desa ; 

(2) Kepala Desa mempunyai tugas : 
a. Menjalankan urusan rurnah tangganya sendiri ; 
b. M:enjalar.kan urusan Pcme~intahan, Pembangunan baik d:u-i Peme­

rintah maupun Peme~intah Daerah dan kemasyarakatan dalam 
rangka. pen:, e'.enggaraan Pemerintah.:m Desa terrn:isuk pembinaan 
ketcnteraman dan ketertiban diwilayah Desanya ; 

c. Menumbuhkan serta mengembangkan scmanga,t gotong royong 
masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaain Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa ; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepal:.i 
Desa mempunyai fungsi : 
a. mclaksanakan kegiat~;n dalam rangk;:,. penyelenggaraan urusan 

rumah tangga desanya scndiri ; 
b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya ; 
c. rnel~ksanakan tugrlS dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; 
d. melaksanakan tugas dalam ran~k,a pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat Des,i ; 
e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan 

dan Pembina.an kehidupan masyarakat di Desa ; 
f. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk 

dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak (ermasuk urusan rumah 
tangga Desanya sendiri. 

Pasal 4 

(I) Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan OrgaHisasi Pemerintah 
Desa adalah sebagai wadah perrnusyawaratan/ permufakatan Pemuka -
pemuka masyarakat yang ada di Desa ; 

(2) Lembaga Musyawarah Desa mempunya,i tugas untuk menyalurkan 
pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahk.an setiap renca­
na yang diadakan oleh Kepala Desa scbelum ditetapkan menjadi 
Keputusan Desa ; 

;; 

.. 
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(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dim1ksud dalam ayat. (2), Lem­
l' '.l,?'l. Musyawarah Desa mcmpunyai fungsi melaksanakan kegiatan 
musyawarah/ mufakat dalam rangka penyusunan keputu~an Desa. 

Pas::i l 5 

( I ) Ketua Lemba/.!a Musvawarah Des::i di iabat oleh Keoala Desa karena 
jabatannya dan berkeduduka!! sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah 
Desa mempunyz~ tugas mem:mpin musyawa:·ah/ mufakat dan mempu­
nyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh 
kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang 
bersangkutan ; 

(2) Apabila Kcpala Dcsa berhalangan/tidak dapat melaks:::makan •tugasnya. 
Camat dengan perset11juan Bupati Kepala Daerah mcnunjuk P.cjabat 
Kepala Desa bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa ; 

(J) Sekre t?ds Lembaga Musyawarah Desa dijabat Sekre-~ ris Desa karena 
jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana Administrasi, 
mempunyai tug'l.s menyiapbin seg'.lfa kegiatan mnsy:!warah/ muf-?kat 
dan berfu ngsi mel2.k:ukan pencatatan dan p:mvimp:rn:m Admin's.'~asi 
yang berhubungan dengan kegiatan Lembag~, Musyawarah Desa. 

(4) Apabila Sekretaris Desa berbalangan / tidak dapat melaksanakan tugas­
nya, KeTJala Dnsa mepun;uk scoranl! Keoala TJrus:cin untuk menjalankan 
tugas sebag~; Se'<ret:-i:-is Lembaga Musyawarah Desa ; 

(5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka 
masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh 
kcnyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta 
mcmpunyai fungsi menvalurkannv:i clal~m rap"t Lemhii~a Desa. 

P asal 6 

(1) Sekretaris Desa berkedut:ula:~ sebagai ,,nsur staf pembantu Kepala 
Desa dan memimpin Sekretaria•t Desa ; 

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menj-2Qankan administrasi Pemerin­
taban, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan 
pclayanan adminiS1'ratif kepada Kepala Desa ; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal2lm ayat (2) 
Sekretaris Desa mempunyai fungsi : · 
a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ; 
h mel:-1ksanakan urusan keuangan ; 
c. melaksana.k.an administrasi pem~rintahan, pembangun~n dan kema­

syarakatan ; 
d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa aipabi.Ja Kepala Desa 

bcrhalangan melakukan tugasnya. 

P as a l 7 
( l) Kepala Dusun bcrkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala 

Desa dalam wilayah kerjanya ; 
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(2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa 
dalam kepemimpinan Kepala Desa diwilayah kerjanya ; 

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
Kepala Dusun mempunyai fungsi : 

a . melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasya­
raka,tan serta ketenteramnn dan ketertiban diwilayah kerjanya ; 

b. melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjmnya ; 
c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa. 

PasaJ 8 

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur Pembantu Sekretaris Desa 
dalam bidang tugasnya ; 

(2) Kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kcgiatan Sekretaris Des1 
dalam bidang tugasnya ; 

(3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayai'. (2) 
Kepala urusan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahte­

raan, keurngan dan umum sesuai bidung tugasnya masing-masing ; 
b. melaksanakan pelay~nan Administrasi Kepala Dcsa. 

BAB nr 
TATA KERJA PEMERiNTAH DESA DAN 

PERANGKAT DESA. 

Pasa l 9 

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa 
dan Perangkait Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menerapkan 
prinsip koordinasi dan sinkronisasi. 

Pasal 10 

(l) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kepala Desa : 
a. be,tanggung jawab kepada Bup'.lli Kepala Daerah melalui Camat ; 
b. memberikan keterangan per.'.anggung jawaban kepada Lembaga 

M Jsyaw.ira.11 Desa sckuraug-kurangnya satu kali setahun ; 
(2) Dal2m menyelenggarakan tugas dan fungsinya, LembagJ Musyawarah 

Desa melaksanakc:n Rapat Lembaga Mus:,,awarah Desa sekurang;­
kurzij1gnya satu kali setahun ; 

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Dcsa bertanggung 
jawab kepada Kepala Desa ; 

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertang;nmg 
jawab kepada Kepala Desa ; 
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(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Desa ; 

Pasal 11 

Dalani menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung 
jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa. 

BAB IV 

KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 12 

Apztbila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Peraturan 
Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah ini, untuk pertama 
kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu lebih dari seorang 
Pembantu Kepala Urusan. 

BAB V 

KETENTUAN PENUfUP 

P asa I 13 

Dengan be:-lakunya Peraturan D2erah ini maka segala ketentuan 
yang bcrtcrt'.angan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

Pas a J 14 

Hal-Ila! lain yang belum diatnr didalam Peratur:in Daerah ini 
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanj,mg mengcnai 
pelak);ana:innya. 

Pa sa I 15 

Praturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Dcw:m Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Daerah Tingk:it II 
R embang 

Ketua; 

t t d. 

( H S. MARWOTHO. B.A. ) 

Ditctapkan di : R e m b a n g. 

Pada tanggal : 30 Oktober 1982. 

Bupati Kcpala Daerah Tingkat II 
Rembang 

t t d. 

(SOERATMAN. S.H.) 

. ip. : 230011 686 



DISAHKAN: 

Dengan Surat Keputusan Gubernur 

Sekretaris Wilayah/ Daerah 

Kepala D:1crah Tingkat I 

Jawa Tengah 

T~nggal 6 - 4 -1983 No. 188.3/ 58/ l983 

U. b. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Dacrah Tingkat II Rembang 

Nomor 4 Tahun l 983 Seri D . 

pada tanggal 30 Juni 1983. 

Sckrctr,ris Wihy3h ."D: zra h : 

t t d. 

( SOEMOJO HADIWlNOTO. S.H.) 

Nip. : 50DJ30937 

Asisten I Sekwilda, 

tt d. 

Drs. S O E J I T N 0 

;p. : 0:0021 794 

p 

.. 



.. 

BAGAN 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINT AH DESA 

DAN PERANGKAT DESA . 

LEMBAGA 
MUSY A WARAH DESA 

KEP ALA - DESA 

-1 SEKRETARIS 
DESA -------

I KEPALA URUSAN 1--
1 _I­
-I _ _ I. 

__ K_E_P_A_L_A_o_u_s_UN_, __ /--
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PEN.?ELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 

NOMOR : 9 T AHUN 1982 

TENTA NG: 

SUSUNAN ORCANISASI DAN TAT A KERJA 

PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA. 

A. PENJELASAN UMUM : 

Sebagai kelanjutan daripada Und?.ng-undang No. 5 Tahun 1974, 
maka keluarlah Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
f;cs'l , Un t.1:mg-t!nd:m1 inipun merupab n hc:.Sil karya yang besar selama ini 
karena mcrupakan pengganti dari p·td::i P-::-~.:turan lama yang dikenal 
d~ngan I.G.O. (berlaku untuk Jawa dan Madura) dan l.G.O.B. (berlaku 
untuk diluar Ja.wa dan Madura). 

Undang-undang No. 5 T::hun 1979 mcngarah pada penyeragaman 
bentuk dari susunan Pemerintahan Dcsa dcngan corak Nasional yang 
menjamin terwujudnya Demokr::si P::mcasila sccara nya!a dengan menya­
lurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga 
Musyawarah Desa. 

Bahwa Pemerintah Desa merupakan hasil dari Pemerintahan Na­
sional, maka Susunan Organis-si dan T"tal:erj.1 Pcmerintahan Des I dan 
Perangkat Desa perlu ditao:--a dengan sebaik•b:'!iknya, karena d:sampin; 
r:-ierup::ikan pemeliharaan da•ipada ke',id!.lp:rn r,1osyarakat Desa jug'l 
scba~ai oenuniang pelaksa.n":in Pembangunan d.ilam rangka mencapai 
masyarabt yang adil dan m::ikmur. 

Sebagai pcdoman untuk meP.~'!tur Susunan Organisasi dan Tata­
kerja Pcmcrintahan De~~ dc1n Pc··"n,lnt Dc-s;, adalah : 

llndang-undang No 5 Ta!1~:n 1974 ter.•':>n'! P ::ikok-ookok Pc:nc-
rint:ihan d! D·;erah : - ' 

Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah 
N o. 32 T :-~1Un 1950. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu­
paten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 

Keputusan Presiden No. 28 T ahun I 980 tentang Penyempurnaan 
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dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LS D) menjadi 
Lembaga l etahanan Masyarakat Desa (LKMD); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang 
Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Pe­
rangkat Desa ; 

Instruksi Gubernur Kepala D&erah Tinikat I Jawa Tengah No. : 
188.5/ 132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera.~uran/ Kepu­
tusan Menteri D al::un Negeri cfalam rangka pela~csanaan U ndang­
undang No. 5 Tahun 1979 : 

Dalam mclaksanakan Peraturan Daerah ini akan dikeluarkan pe­
tunjuk pelaksanaan, agar dalatr. melaksanakan Pera.uran Daerah ini 
khususnya bagi aparat ditingkat Kccamatan dan Desa tidak menyimpang 
dari ketcntuan yang telah ada. 

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 

P::s:tl s ' d pasal 3 

Pasal 4 ayat ( I) 

C u k up jelas 

yang dimaksud dengan Pemuka-pcmuka 
masya:akat yang ada di Desa adalah Pe-
muka-pemuk::l masyarakat yang diambil­
kan antara ¼ain dari kalangan Adat. 
Agama, kekuatan Sosial Politik dan G o­
lllngan Profesi yang bcrtempat 4inggal 
di Drs!l dcn~an memperhatikan ketcn­
tuan Peraturan Perundang-u:idang3n 
yang bc.taku, antara lain Undang­
undang No. 3 T ahun 1975 tcntang Par­
tai Politik dan Golongan Karya. 

Pas:il 4 ayat (2) s/ d aya~ (3) : Cu k u p j e I as ; 

P~s:11 5 sld Pasal 15 Cukup j el a s ; 

• 

• 


